
  
 
 
 
 
 

BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR  41  TAHUN 2021 

  TENTANG  

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TRENGGALEK, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan 

berusaha berbasis risiko, diperlukan pedoman dalam 

penyelenggaraan pelayanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
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Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2014  Nomor  244,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran  

Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 118); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 107); 



-4- 
 

\ 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang 

selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur 

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Trenggalek. 

6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 

bidang tertentu. 

7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan 

Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 

8. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan 

pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar 

pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui 

pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh Pelaku Usaha. 

9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya 

disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan 

usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
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10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang 

selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang 

diatur oleh lembaga  pemerintah nonkementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

statistik. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

sebagai pedoman penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

memberikan kepastian hukum terhadap 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. penyelenggaraan;  

b. penyelesaian permasalahan dan hambatan; 

c. Pengawasan; dan 

d. sanksi administratif. 

 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN 

Pasal 4 

 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

diselenggarakan oleh Dinas. 

Pasal 5 

 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 

bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan 

kegiatan berusaha, melalui: 
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a. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara 

lebih efektif dan sederhana; dan 

b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, 

terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

 

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku 

Usaha wajib memenuhi: 

a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau 

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

 

Pasal 7 

 

(1) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kesesuaian 

kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, 

persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan 

berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing- 

masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan 

gedung. 

 

Pasal 8 

 
(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan 

berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat 

skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha 

besar. 

(2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko. 

(3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

dilakukan secara transparan, akuntabel, dan 

mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data 

dan/ atau penilaian profesional. 
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(4) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menentukan jenis Perizinan Berusaha. 

 

Pasal 9 

 

Perizinan berusaha yang berbasis risiko, antara lain sektor: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pertanian; 

c. lingkungan hidup dan kehutanan; 

d. energi dan sumber daya mineral; 

e. perindustrian; 

f. perdagangan; 

g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

h. transportasi; 

i. kesehatan, obat dan makanan; 

j. pariwisata; dan 

k. ketenagakerjaan. 

 

Pasal 10 

 

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing 

sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi 

pengaturan: 

a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLl, ruang lingkup 

kegiatan, parameter resiko, tingkat resiko, perizinan 

berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan 

kewenangan perizinan berusaha; 

b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha 

Berbasis Resiko; 

c. pedoman Perizinan Berusaha berbasis Risiko; dan 

d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk. 

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing 

sektor dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah 

teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing. 
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Pasal 11 

 

(1) Dinas wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

(2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V 

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN 

Pasal 12 

 

(1) Bupati wajib menyelesaikan permasalahan dan 

hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak 

mengatur hal untuk penyelesaian permasalahan dan 

hambatan, Bupati berwenang untuk menetapkan 

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 

diperlukan dalam rangka penyelesaian permasalahan 

dan hambatan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas- 

asas umum pemerintahan yang baik. 

 

BAB VI 

PENGAWASAN 

Pasal 13 

 

(1) Bupati melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. 

(2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang 

dikoordinasikan oleh kepala Dinas. 
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BAB VII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 14 

 

Setiap Pelaku Usaha yang menunjukan adanya 

ketidaksesuaian/ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka dapat dikenai 

sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

                                                                     Ditetapkan di Trenggalek 

     pada tanggal 28 September 2021                   

      BUPATI TRENGGALEK, 

                                                                                TTD 

                                                                 MOCHAMAD NUR ARIFIN 

Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal  28 September 2021                           

   Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TRENGGALEK, 

                   TTD 

       ANIK SUWARNI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 41 

 


